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ABSTRAK 

 

Muhamad Zaka Khairul Fata (2024) : Peran Pos Bantuan Hukum Dalam 

Pemberian Bantuan Hukum 

Terhadap Masyarakat Golongan 

Tidak Mampu Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Selat Panjang) 

 

 Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama merupakan penerapan dari Perma 

No 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu, maka dari itu Pengadilan Agama Selat Panjang juga  mendirikan 

Posbakum ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, pada skripsi ini 

memfokuskan kepada 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan Posbakum di 

Pengadilan Agama Selat Panjang dan Bagaimana pandangan Hukum Islam 

mengenai adanya Posbakum. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian 4 orang 

Masyarakat yang tidak mengetahui adanya Posbakum, 2 orang yang mengetahui 

adanya Posbakum, Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Panitera dan Staff 

Posbakum yang ada di pengadilan Agama Selat Panjang. Metode Pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah  dengan menggunakan pedoman wawancara dan 

dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

(penyajian data penelitian dan penarikan kesimpulan). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan 

Agama Selat Panjang sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Perma No 1 tahun 

2014 tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, 

dan pandangan hukum islam, Allah sangat menganjurkan kita untuk saling tolong 

menolong apabila mengalami kesulitan dan Posbakum di Pengadilan Agama 

termasuk dalam tolong menolong dalam Berperkara bagi masyarakat yang 

mengalami kesulitan. 

Kata Kunci :  Pos Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Golongan 

Tidak Mampu, Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

رْ عَمَلكََ إلِىَ الغَدِ مَا تقَْدِرُ أنَْ تعَْمَلهَُ اليوَْمَ   لاَ تؤَُخِّ

Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat 

mengerjakannya pada hari ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum 

(rule of law).Negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan 

seluruh warganya sama di mata hukum tanpa terkecuali.Selain menganut 

sistem rule of law indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan 

hukum (rech stat).Dasar pijakan bahwa negara indonesia adalah negara 

hukum tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945.yang menyebutkan 

bahwa”Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.
1
 

  Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta 

mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara 

memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum(equality before 

the law). Persamaan dihadapan hukum harus disertai pula dengan 

persamaan perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan 

perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak 

mampu, dimana bukan hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh 

pembelaan dari advokat atau pembelaan umum tetapi juga masyarakat tidak 

mampu dalam rangka memperoleh keadilan (Access to Justice).
2
 

  Undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum 

dalam konsideran nya mengatakan :  

                                                             
1
 Mustika Prabaningrum Kusumawati “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan 

Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, dalam Jurnal Arena Hukum, Volume. IX, 

No.2.,  (Agustus 2016), h.191 
2
 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan 

Hukum, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.2 



2 

 

 

a. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk 

mendapatkan pengakuan,jaminan perlindungan,dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana 

perlindungan hak asasi manusia; 

b. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum 

bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; 

c. Bahwa peraturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh 

negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang 

berkeadilan;dan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang 

undang tentang bantuan hukum.
3
 

Lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak 

hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh 

kedudukan yang sama di muka hukum.Selain itu,undang undang tersebut 

menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan 

bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan 

akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum 

yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya 

perubahan sosial yang berkeadilan. 

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di 

pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat 

                                                             
3
 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 

Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 

2011), h.1 
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awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada 

aturan bahasa hukum sehingga terkesan kaku. Dengan adanya bantuan 

hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam,masyarakat yang 

buta akan hukum,serta masyarakat tidak mampu untuk dapat 

mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa terkena 

biaya. 

Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan upaya 

persamaan di hadapan hukum yang di jamin dalam instrumen internasional, 

yakni Universal Declaration of Human Right.Menjamin persamaan di 

hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan 

dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.
4
 

Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan 

surat edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal satu menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan 

peradilan umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa 

Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan 

biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 Angka 1) pelaksanaan Pos 

Bantuan Hukum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar 

masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang 

dihadapinya.Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan 

                                                             
4
 Frans Hedra Wirnata, op. cit., h.54 
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konsultasi dan bahkan sampai pada tingkat bantuan permohonan hukum di 

kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.
5
 

Eksistensi Pos Bantuan Hukum semakin dikuatkan oleh Ketua 

Mahkamah Agung (MA) dengan diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2014 

tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

di Pengadilan mengenai Layanan Pos Bantuan Hukum, dimana jasa bantuan 

hukum yang dapat diberikan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum 

serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. PERMA tersebut 

memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum secara lebih luas mulai dari 

pembentukan, penyelenggaraan, jenis layanan, dan lain sebagainya. 

Perspektif Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi 

bagian dari agama Islam.Konsepsi hukum Islam,dasar, dan kerangka hukum 

nya ditetapkan oleh Allah.Hukum Islam merupakan segala ketentuan Allah 

mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi, dan 

ditaati serta mempunyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.
6
 

Dengan demikian hukum Islam itu adalah sekumpulan ketetapan hukum 

kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber 

Al-Quran dan sunnah baik ketetapan secara langsung ataupun tidak 

langsung.
7
 

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum diharapkan memudahkan 

masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat 

                                                             
5
 Mustika Prabaningrum Kusumawati, op.cit., h.203 

6
 Bunyana Solihin”Kaidah Hukum Islam”(Bandar Lampung; Kreasi Total Media, 2015), 

h.10 
7
 Ibid., h.11 
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tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang 

dihadapinya tanpa dikenakan biaya.  

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, hasil wawancara dan survei 

langsung di dalam masyarakat yang termasuk golongan tidak mampu 

tersebut, ada sekitar 8 orang masyarakat yang ditemukan oleh peneliti, 

Alasan mereka ketika berurusan di Pengadilan Agama mereka tidak ingin 

terlalu panjang berurusan, terlalu rumit dan mereka tidak ingin terlalu 

menyulitkan diri, dan banyak juga yang terkendala dana apabila mengurus 

berkas berkas tersebut.  

Mengenai Posbakum ini banyak dari masyarakat tersebut tidak 

mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum yang tugas nya untuk membantu 

mereka. Seringkali masyarakat golongan tidak mampu ini yang bisa 

termasuk menjadi masyarakat awam tidak ingin bertemu dengan yang 

namanya hal hal yang rumit, dan tidak tahu bagaimana mengurus nya 

terutama yang ada di sekitar Pengadilan Agama Selat Panjang, padahal di 

Pengadilan Agama tersebut terdapat  1 Kantor Hukum, dan ada sekitar 2 

orang, peneliti temukan di Pengadilan Agama Selat Panjang yang 

mengetahui akan adanya Posbakum ini, mereka mengatakan bahwa mereka 

sangat beruntung karena adanya Posbakum ini, karena dengan adanya 

Posbakum ini mereka dapat mempermudah untuk berperkara di Pengadilan 

Agama dan dapat berkonsultasi akan hal hal yang tidak mereka ketahui 

akan bagaimana jalan nya sidang perkara tersebut.  
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Dari hasil tinjauan banyak masyarakat yang ingin menggunakan jasa 

Posbakum.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin berperkara 

di Pengadilan Agama Selat Panjang dominan tidak mengetahui tata cara 

berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga masyarakat 

yang ingin berperkara tersebut bingung untuk bagaimana cara 

mengurusnya. Kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang 

sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang ingin berperkara. 

Atas dasar kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ 

Peran Pos Bantuan Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum 

Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Dalam Perspektif 

Hukum Islam  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang )”. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini, penulis merasa perlu untuk membatasi 

penulisan agar arah dan penulisan skripsi tersebut tidak meluas serta jelas 

dan tegas maka penulis membatasi Peran Posbakum sebagai bantuan hukum 

bagi masyarakat tidak mampu di Peradilan Agama sesuai dengan Undang 

Undang tentang Bantuan Hukum dan PERMA No 1 Tahun 2014 dan 

peraturan yang terkait dengan Posbakum.Khusus nya di Posbakum 

Pengadilan Agama Selat Panjang. 

C. Rumusan Masalah 

  Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta hasil penelitian ini 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah : 
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1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di 

pengadilan agama Selat Panjang ? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Posbakum  dalam 

memberikan bantuan terhadap masyarakat golongan tidak mampu di 

pengadilan agama Panjang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Posbakum dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di 

Pengadilan Agama Selat Panjang.  

b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam Posbakum dalam 

memberikan bantuan terhadap masyarakat golongan tidak mampu di 

Pengadilan Agama Selat Panjang. 

2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan 

kontribusi positif dalam rangka pengembangan khazanah 

keilmuan.Secara lebih spesifik yakni pada pengembangan studi Hukum 

Keluarga khususnya pada persoalan di lingkungan Posbakum. 

  Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa 

para pihak yaitu : 

 

 



8 

 

 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan 

untuk masyarakat, terutama untuk setiap orang yang memiliki 

permasalahan hukum agar mengetahui keberadaan Posbakum untuk 

memperoleh bantuan hukum. 

b. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan dan referensi guna mendapat hasil penelitian yang 

komprehensif dalam kajian keilmuan yang sama. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Bantuan Hukum 

1. Pengertian Bantuan Hukum 

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan 

untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan 

dan ketentraman bersama.Hukum mengutamakan masyarakat bukan 

perseorangan atau golongan.Hukum menjaga dan melindungi hak hak serta 

menentukan kewajiban kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu 

masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.
8
 

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti Pertolongan 

dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “Hukum” yang mengandung 

pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan 

masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.Bantuan hukum 

merupakan suatu jasa, memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai 

pembela orang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa 

dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi 

nasehat hukum di luar pengadilan.
9
 

Menurut frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum atau 

jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan 

pembelaan secara Cuma Cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara 

pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk 

                                                             
8
 Pipin Sraififin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h.52 

9
 Lasdin Walas, Cakrawala Advokat Indonesia (Yogyakarta: Liberry, 1989), h.119 
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pembelaan hukum, asas asas, dan kaidah hukum, serta hak asasi 

manusia.
10

Pengertian lain menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum 

adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini 

masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara 

yang berkembang bahkan negara negara yang sudah maju pun tetap menjadi 

masalah.
11

 

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata ternyata sejalan 

dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang 

undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada penerima 

bantuan hukum.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 

organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.Sedangkan 

penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang tergolong tidak 

mampu.
12

 Bantuan hukum menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

dalam pasal I angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara 

Cuma Cuma kepada klien yang tidak mampu.
13

 

Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika 

berdirinya lembaga bantuan hukum Jakarta yang didirkan oleh Adnan Buyung 

Nasution.Hingga pendirian lembaga bantuan hukum tersebut mendorong 

                                                             
10

 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas 

Kasihan,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h.23 
11

 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta,LP3ES, 1988), h.1 
12

 Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum Bab I Pasal I. 
13

 Republik Indonesia, Undang Unfang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab I 

Pasal I. 
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tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di 

indonesia.
14

 

Bantuan hukum merupakan suatu terjemahan dari istilah “Legal aid” dan 

“Legal assistance” yang dalam praktek nya punya orientasi yang agak berbeda, 

“Legal aid ” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan 

hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada 

seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma Cuma atau gratis 

khususnya bagi mereka yang tidak mampu.Sedangkan “Legal assistance” untuk 

menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, 

ataupun pemberian hukum oleh para Advokat.
15

  

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda beda dan berubah ubah, bukan 

saja dari satu negara ke negara lain nya, melainkan dari satu zaman ke zaman 

lain nya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program 

bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelrti, dari penelitian tersebut 

ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman 

romawi.Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan 

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungan 

nya dengan nilai nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang 

berlaku.
16

 

Alquran secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) 

antar manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat di anjurkan terutama dalam 

                                                             
14

 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesinambungan dan Perubahan 

(Jakarta,LP3ES, 1990), h.495 
15

 Abdurrahman, Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Cet I, Yogyakarta: Cendana 

Press, 1983), h.17 
16

 Adnan Buyung Nasution, op.cit., h.4 
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perkara perkara kebajikan dan sangat di larang apa bila tolong menolong 

tersebut di lakukan untuk mengerjakan kemunkaran atau mengerjakan  maksiat 

kepada Allah S.W.T, hal ini tertuang dalam surah al maidah/5:2. 

َ شَدِْٗدُ الْعِقاَبِ .…… َ اِۗىَّ اللّٰه اتَّقُْا اللّٰه َّ اىِ ۖ َّ الْعدُْ َّ ثنِْ  ا عَلَٔ الَِْ ْْ ًُ َّ لََ تعَاَ َّ  ۖۖ 

Artinya : 

……..Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. ( Q.S 

Al Maidah 5:2).
17

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah S.W.T, memerintahkan kepada 

hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai 

kebajikan.Dan itulah yang di maksud dengan kata Al birr (kebaktian).Dan tolong 

menolong lah kalian dalam meninggal kan berbagai kemungkaran dan ini lah 

yang di maksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni untuk menjaga agar tidak 

berbuat kemungkaran).
18

 

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum 

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam pasal 2 Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Berbunyi : 

 

 

                                                             
17

 Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jus V ; Bandung: CV Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2016), h.106 
18

 Tim Ahli Tafsir,Shaih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), 

h.13 



13 

 

 

1. Keadilan 

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, 

benar, baik, dan tertib. 

2. Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum 

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum 

serta kewajiban menunjang tinggi hukum. 

3. Keterbukaan 

Memberi akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara 

lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan 

keadilan atas dasar hak secara konstitusional. 

4. Efisiensi 

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber 

anggaran yang ada. 

5. Efektivitas 

  Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tetap. 

6. Akuntabilitas 

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan 

hukum harus dapat dipertanggungjawab kan kepada masyarakat.
19

 

Berdasarkan Pasal 3 Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum bertujuan untuk : 

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum (Fakir 

Miskin) untuk mendapat akses keadilan. 

                                                             
19

 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 

h.4 
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2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan 

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan 

secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung 

jawabkan.
20

 

3. Jenis Jenis Bantuan Hukum 

Menurut Schyut, Groenendijk dan Sloot Bantuan Hukum 

dibedakan menjadi lima jenis, yaitu :  

1. Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang dilaksanakan 

dalam bentuk pemberian penerangan penyuluhan hukum kepada 

masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajiban nya 

sebagai warga negara. 

2. Bantuan hukum diagnostik adalah bantuan hukum yang dilaksanakan 

dengan pemberian nasihat nasihat hukum atau yang biasa di kenal 

dengan konsultasi hukum. 

3. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan yang lebih 

bertujuan mengatasi secara aktif  permasalah permasalahn hukum konkrit 

yang terjadi di masyarakat.Biasanya yang dilakukan dengan cara 

memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak 

mampu menyewa jasa advokat. 

                                                             
20

 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia 2014, (Jakarta, YLBHI, Yayasan Obor 

Indonesia dan Australia AID, 2014), h. 417  
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4. Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bantuan hukum yang 

dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, 

jelas, dan benar. 

5. Bantuan hukum pembaharuan adalah bantuan hukum yang lebih d 

tujukan bagi pembaharuan hukum.Baik itu melalui hakim atau melalui 

pembentukan undang undang. 

Sementara di indonesia sendiri berkembang konsep bantuan 

hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep konsep 

yang ada.Para ahli hukum dan praktisi hukum indonesia membagi 

bantuan hukum ke dalam tiga macam yaitu konsep bantuan hukum 

tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan 

hukum struktural.Pertama Konsep bantuan hukum Tradisional, adalah 

pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara 

individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat 

formal.Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan 

hukum dari golongan tidak mampu semata mata dari sudut yang berlaku, 

yang disebut oleh selnick adalah konsep yang normatif.Konsep ini 

merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus 

kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan. 

Pengembangan dari konsep hukum individual tersebut perlu 

diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi 

karakteristik dasar, yaitu diberikan secara Cuma Cuma (dalam arti setiap 

orang yang membutuhkan tidak dibebankan oleh prosedur yang berbelit 
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belit tidak membebani klien), dan tidak digantungkan dengan besar kecil 

nya reward yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang 

diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum.Walaupun di 

samping sifat Cuma Cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam 

melayani pencari keadilan.Berkaitan dengan hal ini, T Mulya Lubis 

menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan : 1) Individual, 2) 

Urban (Perkotaan), 3) Pasif, 4) Legalistik, 5) Gerakan Hukum (Legal 

Movement), 6)Persamaan distribusi pelayanan (Equal Distribution of 

Service), sedangkan pendekatan pendekatan seorang pembela umum 

(Aktivis Legal Aid) adalah : 1.  struktural (kolektif) 2. Urban, 3. Aktif, 4. 

Orientasi Legal dan Non Legal, 5. Gerakan Sosial (Social Movement), 6. 

Perubahan Sosial.
21

 

Kedua konsep bantuan hukum Konstitusional adalah bantuan 

hukum bagi rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha usaha dan 

tujuan yang lebih luas seperti : Menyadarkan hak hak masyarakat miskin 

sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai nilai hak 

asasi manusia sebagai sendi bagi tegaknya negara hukum.Sifat dan jenis 

dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini 

diberikan terhadap kelompok kelompok masyarakat secara Kolektif. Di 

indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai 

tanggung jawab negara.Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan 

pernyataan bahwa indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa 

                                                             
21

 Benziad Kadafi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi cet ke-3 ( Jakarta Pusat, 

PSHK, 2002), h.165 
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hak dan bantuan  hukum adalah Konstitusional.Hal ini terdapat dalam 

pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang undang (UUD)1945, Pasal 27 

UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-

II/2004.Dalam negara hukum negara mengakui dan melindungi hak asasi 

manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk 

diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). 

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural adalah egiatan yang 

bertujuan menciptakan kondisi kondisi bagi terwujudnya hukum yang 

mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang 

lebih adil, tempat peraturan hukum hukum dan pelaksanaan nya dapat 

menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau 

politik.Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan 

kemiskinan struktural.
22

 

B. Bantuan Hukum dalam Islam 

Alquran dan Hadis secara tegas menjelaskan bahwa memberi 

pertolongan antara manusia dalam semua aspek kehidupan sangat 

dianjurkan terutama dalam perkara perkara kebajikan dan sangat dilarang 

apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk berbuat kejahatan dan 

maksiat kepada Allah S.W.T, hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surah 

Al Maidah Ayat 2 :  

ْٗدُ الْعِقاَبِ  َ شَدِ َ اِۗىَّ اللّٰه اتَّقُْا اللّٰه َّ اىِ ۖ َّ الْعدُْ َّ ثنِْ  ا عَلَٔ الَِْ ْْ ًُ َّ لََ تعَاَ َّ  ۖۖ 

Artinya :   

                                                             
22

 Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Etika dan Profesi Hukum Advokat (Jakarta: 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008), h.77  
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Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-

Nya.
23 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah swt, memerintahkan 

kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam 

melakukan berbagai kebajikan.Dan itulah yang dimaksud dengan kata Al 

Birr (Kebaktian).Dan tolong menolong lah kalian dalam meninggalkan 

berbagai kemungkaran.Dan inilah yang di maksud dengan takwa (dalam 

arti sempit bahwa menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).
24

 

Allah berfirman dalam AL Quran surah An Nisa ayat 135 : 

ًْفسُِكُ  َ ْْ عَلٰٰٓٔ ا لَ َّ  ِ داَۤءَ لِِلّه َِ ْ٘يَ باِلْقِسْطِ شُ اهِ َّْ ا قَ ْْ ًُ ْْ ا كُ ْْ ْٗيَ اٰهٌَُ َِا الَّذِ ٰٓاَُّٗ ٰٗ ْٗيِ ۞  الِدَ َْ ِّ الْ َ نْ ا

ٓ اىَْ تعَْدِلُ  ٰٓ ْٰ َِ َّبِعُْا الْ وَاۗ فلَََ تتَ ِِ لٰٔ بِ ّْ َ ُ ا ْ٘زًا فاَلِلّه ّْ فقَِ َ ْ٘يَ ۚ اِىْ َّٗكُيْ غًٌَِّ٘ا ا الَْقَْزَبِ ا َّ ٰٓ  ْ اِىْ تلَْ َّ ا ۚ  ْْ

ْ٘زًا ىَ خَبِ ْْ َ كَاىَ بوَِا تعَْوَلُ ا فاَِىَّ اللّٰه ْْ ّْ تعُْزِضُ َ  ا

Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan 

dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu 

sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam 

kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) 

keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 

atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti 

terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Annisa 135)
25

 

 

                                                             
23 Kementrian Agama, Al Quran dan Terjemah,(Juz IV ; Bandung: CV Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2016), h.106 
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 Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, h.13 
25
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Hamka dalam tafsir nya yang berjudul tafsir Al Azhar 

mengungkapkan bahwa keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat Al 

Qhisty, yang berarti jalan tengah, tidak berat sebelah “menjadi saksi 

karena allah” artinya berani menyatakan kebenaran.Sebab keadilan dan 

kebenaran adalah dua arti dari maksud yang satu.Sesuatu di sebut adil 

sebab ia benar dan sesuatu disebut benar karena ia adil. Hendaklah berani 

menyatakan kesaksian atas keadilan itu karena Allah, sehingga tidak takut 

lagi akan ancaman sesama manusia yang berusaha memungkiri keadilan 

itu, “walaupun dirimu sendiri” berani menegakkan keadilan, walaupun 

mengenai diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian.”Jika dia 

adalah kaya atau fakir,maka Allah adalah lebih hampir dari mereka 

berdua”Artinya dalam menegakkan keadilan, baik terhadap ibu bapak 

sekalipun atau terhadap keluarga yang dekat, sesekali jangan lah 

terpengaruh kekayaannya ataupun kemiskinannya.Jangan mencurangi 

keadilan karena berharap balas jasa kekayaannya dan jang membela jika ia 

salah karena kemiskinannya.Kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah 

hal yang sama.”Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu bahwa 

berpaling kamu”.Jangan lah karena menuruti hawa nafsu kamu sampai 

berpaling pada kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu 

tegakkan.
26

  

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a di jelaskan pula 

Nabi Muhammad saw bersabda : 
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 Hamka, Tafsir Al Azha Juzu’ 4, (Cet I; Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), h.317-

319 
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مِ الْقِ٘اَهَتِ  ْْ ٌَُْ كُزْبتًَ هِيْ كُزَابِ َٗ ًْ٘اَ ًفَْسَ اللهُ عَ هَيْ ًفََّسَ عَيْ هُؤْهِيٍ كُزْبتًَ هِيْ كُزَابِ الدُّ

هَيْ   ٗسََّزَ  هَيْ سَتزََ هُسْلِوًا سَتزٍََُ اللهُ فِٔ َّ َّ الَْخَِزَةِ  َّ ًْ٘اَ  َِ فِٔ الدُّ ْ٘ عَلَٔ هُعْسِزٍ ٗسََّزَ اللهُ عَلَ

اٍُ هُسْلِنٌ عَيْ ابَِٔ  َّ . رَ َِ ىِ اخَِ٘ ْْ ىِ الْعبَْدِ هَا كَاىَ الْعبَْدُ فِٔ عَ ْْ اللهُ فِٔ عَ َّ الَْخَِزَةِ  َّ ًْ٘اَ    الدُّ

ْٗزَة ُُزَ  

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu 

„alaihi wasallam, beliau bersabda : barangsiapa yang meringankan suatu 

kesusahan seorang muslim di dunia, maka allah akan meringankan darinya 

satu kesusahan dari kesusahan kesusahan pada hari kiamat.Barangsiapa 

yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah 

memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat.Barangsiapa 

yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib nya di 

dunia dan di akhirat.Dan Allah akan selalu menolong seseorang hamba 

selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.
27

 

 

Hadis yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa Allah  telah 

memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan kesusahan 

dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami 

kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat 

kelak.Ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa tolong menolong itu 

sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan dalam hal hal yang bersifat 

keduniaan maupun dalam hal hal yang bersifat dalam keukhrawiyan, hal 

inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat 

yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan. 
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C. Pos Bantuan Hukum 

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum 

Pos bantuan hukum merupakan pusat layanan bantuan hukum 

berupa pemberian informasi,konsultasi, advis hukum, dan pembuatan surat 

gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, akses melalui Pos Bantuan 

Hukum ada sejak berlakunya Ketentuan Undang Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama. 

Ketentuan Pasal 60 C pada Undang Undang tersebut 

mengamanatkan bahwa : 

a) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk 

pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 

b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada (Ayat 1) diberikan secara 

Cuma Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 

perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana yang disebutkan 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan.
28

 

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada 

pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum 

berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen 

hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan 
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 Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 60 C 
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yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
29

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan 

salah satu dari Justice For All yang bertujuan memberikan layanan hukum 

berupa pemberian advis hukum, konsultasi, dan pembuatan gugatan bagi 

masyarakat, yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu 

membayar Advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum di Peradilan 

Agama. 

2. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang Undangan 

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang 

dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan ketentuan di bawah 

ini: 

1. Undang Undang Dasar 1945 

a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
30

  

b. Pasal 28 H ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan”.
31

 

                                                             
29 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di 

Pengadilan, Bab I Pasal I Ayat 6 
30

 Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h.47 
31
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c. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
32

 

2. Undang Undang  

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) 

Pasal 273 RBG bahwa “penggugat atau tergugat yang tidak mampu 

membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”. 

Pasal 237 HIR bahwa “barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai 

penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung 

biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma Cuma.
33

 

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup.Hak untuk tidak di siksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi persamaan dihadapan hukum 

dan hak untuk tidak dituntut”.
34

 

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 56 : 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 

bantuan hukum, 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu. 

Pasal    57 :    1. Pada setiap Pengadilan Negeri diBentuk Pos Bantuan 

Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 

bantuan hukum, 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), 
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 Ibid, h.51 
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 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang Undangan dalam 

Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: t, pt, 2003), h.44 
34 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Hak 
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diberikan secara Cuma Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan 

terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 3. 

Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
35

 

4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum 

Pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum 

yang diberikan secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum”.
36

  

5. Peraturan Pemerintah  

Pasal 1 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat 

dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan 

hukum disebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada 

penerima bantuan hukum”.
37

 

6. Peraturan Mahkamah Agung 

Pasal 1 ayat (6) Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang 

Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

pengadilan menggantikan surat edaran mahkamah agung Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi 

“Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum 
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 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX, Pasal 56-57. 
36

 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 
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 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bab I, pasal 1 ayat 

1. 



25 

 

 

berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen 

hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan 

agama, dan peradilan tata usaha negara”.
38

 

D. Masyarakat Golongan tidak Mampu  

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang 

yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan ikatan antara aturan 

yang tertentu.Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama 

bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan 

(undang undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada 

tujuan yang sama.
39

 

 Masyarakat dalam pengertian sederhana dapat di pahami  yaitu 

kumpulan inidividu dan kelompok yang di ikat oleh eatuan negara, 

kebudayaan, dan agama.Termasuk segala jenis jalinan hubungan yang 

timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola pola, tekhnik 

tekhnik, sistem hidup, undang undang, institusi, dan segala segi fenomena 

yang di rangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.
40

 

 Masyarakat dalam pandangan islam merupakan sarana untuk 

melaksanakan ajaran ajaran islam yang menyangkut kehidupan 
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 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab I, pasal 

1 ayat 6. 
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 Hartomo dan Harnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, E,D, 1( Cet VIII; Jakarta: Bumi 
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bersama.Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka 

kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya satu 

pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.Yaitu 

memberi perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa membeda 

bedakan latar belakang mereka.
41

 

 Allah berfirman dalam Al Quran surah An Nisa Ayat 1 : 

بثََّ هٌِْ  َّ َِا  جَ ّْ َِا سَ ٌْ خَلقََ هِ َّّ احِدةٍَ  َّّ يْ ًَّفْسٍ  ْٕ خَلقَكَُنْ هِّ ا رَبَّكُنُ الَّذِ ْْ ا الٌَّاسُ اتَّقُ َِ ٰٓاَُّٗ وَا ٰٗ ُِ

ًسَِاۤ  َّّ ْ٘زًا  ْ٘باً رِجَالًَ كَثِ ْ٘كُنْ رَقِ َ كَاىَ عَلَ الَْرَْحَامَ ۗ اِىَّ اللّٰه َّ  َٖ ىَ بِ ْْ ْٕ تسََاۤءَلُ َ الَّذِ اتَّقُْا اللّٰه َّ  ءً ۚ 

Artinya :  

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya 

(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-

Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(Q.S An Nisa 1).
42

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah 

dengan sendiri,agar manusia itu bertebaran di bumi dan menjadi 

masyarakat.Tujuan dari penciptaan manusia adalah ketaqwaan kepada 

Allah.Cara untuk mencapai ketaqwaan itu dengan saling tolong menolong 

dan saling kenal mengenal, manusia akan sampai untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yaitu bertahan hidup, dan melindungi diri. 

 Terdapat dua golongan keadaan di kehidupan masyarakat yaitu 

masyarakat mampu atau lebih dikenal dengan masyarakat kaya dan 
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 Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 

h. 157. 
42

 Kementrian Agama,Al Quran dan Terjemahan, )Jus V ; Bandung: CV Mikraj 
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masyarakat tidak mampu atau lebih dikenal dengan masyarakat 

miskin.Masyarakat tidak mampu ini bukan hanya di dalam bidang 

ekonomi tetapi juga di dalam bidang hukum.Masyarakat tidak mampu 

adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses 

ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas 

perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta 

mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, 

dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan.
43

  

 Penentuan miskin dapat di lihat dari surat edaran Mahkamah 

Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Hukum yang disesuaikan menurut biro pusat statistik dimana di lihat dari 

jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang dengan minimum 2100 

kalori per orang setiap hari nya, selain juga tidak terpenuhinya kebutuhan 

minimum untuk papan, sandang, kesehatan dan pendidikan atau penetapan 

upah minimum regional atau program jaring pengamanan sosial lain nya.
44

 

 Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu : 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa di plester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama dengan rumah 

tangga lain. 
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5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari air sumur/mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 

puskesmas/poliklinik.
45

 

E. Peneliti Terdahulu 

Dari hasil survei literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya, 

penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama.Penelitian terdahulu 

ini berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.Proses penelitian 

terdahulu bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan pada 

penelitian penelitian sebelum nya. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di antaranya 

adalah: 

1. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Miftahul Huda, Miftah Zulfalah 

Az zahro dari Uin Sunan Kalijaga yang berjudul “Peran bantuan 
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hukum bagi masyarakat miskin melalui pos bantuan hukum di 

pengadilan agama bantul tahun 2020”.Penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pos layanan bantuan hukum sebagai pelayanan hukum gratis 

yang ada di pengadilan di masa Covid-19 Posbakum di pengadilan 

agama bantu; tetap melayani konsumen baik dengan cara offline 

maupun online, agar proses peradilan dan pelayanan kepada pencari 

keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.
46

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah,sama sama membahas tentang pelayanan bantuan hukum yang 

ada di pengadilan agama yaitu pos bantuan hukum.Sedangkan 

perbedaan nya adalah terletak pada pembahasan nya di dalam 

penelitian ini adalah tentang pelayanan pos bantuan hukum pada masa 

Covid-19 sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaannya 

setelah masa Covid-19. 

2. Dalam Bentuk Skripsi yang d tulis oleh Nurhasana dari IAIN Bone 

yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan 

Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan 

Agama Watampone Kelas 1 A”.Penelitian ini menjelaskan tentang 

bagaimana konsep dan sejarah Posbakum yang ada di indonesia,yang 

ternyata konsep Posbakum di indonesia memang telah dilaksanakan di 

setiap pengadilan dan tanpa di pungut biaya apapun bagi mereka yang 

tergolong tidak mampu,dan sejarah nya terjadi awal lembaga yang 
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didirikan oleh adnan buyung nasution dan dari sejak itu sudah mulai 

banyak nya lembaga lembaga bantuan hukum yang ada di indonesia.
47

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah sama sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan 

bantuan hukum.Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan nya 

yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan sejarah 

adanya Posbakum di indonesia. 

3. Dalam Bentuk skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan dari Uin Raden 

Intan Lampung, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan 

Hukum Masyarakat miskin dalam perspektif Hukum Islam (Studi di 

Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.Penelitian ini 

menjelaskan bahwa tidak hanya dari hukum di indonesia saja yang 

sudah dianjurkan untuk Posbakum ini tetapi di Hukum Islam juga 

sangat di anjurkan karena nabi Muhammad sangat menganjurkan kita 

untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.
48

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama sama membahas tentang hukum islam.Sedangkan 

perbedaan nya adalah terdapat pada pembahasan nya di dalam ini 

pembahasan nya adalah peran pelaksanaan dan Hukum Islam saja 

sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah pelaksanaan, upaya dan 
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bagaimana pandangan dari Hukum islam tentang pelaksanaan 

Posbakum di Pengadilan Agama. 

4. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Imam Mahdi dkk dari IAIN 

Bengkulu yang berjudul “ Pemberian Bantuan Hukum Terhadap 

Masyarakat Miskin ( Studi pada LKBH IAIN Bengkulu ). Penelitian ini 

menunjukkan tentang bagaimana Prosedur Prosedur dan tugas tugas 

yang ada di Posbakum.
49

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama sama membahas tentang peran Posbakum yang ada di Pengadilan 

Agama.Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan nya, 

pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang tata cara 

prosedur untuk mengajukan ke posbakum, sedangkan yang akan di 

bahas oleh peneliti adalah tentnag tugas tugas dan peran posbakum 

terhadap masyarakat miskin.  

5. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Dwie May Gayatri, I 

Gusti Ayu Stevani Ratna dari Universitas Udayana yang berjudul 

“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi 

Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Denpasar.Penelitian ini 

menjelaskan tentang apa saja kasus kasus yang dialami dan yang bisa di 

urus oleh Posbakum.
50
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Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama sama membahas tentang tugas tugas dan peran peran 

Posbakum.Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada 

pembahasannya, yang dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang 

kasus kasus yang bisa di urus oleh Posbakum dan apa apa saja masalah 

nya. 

6. Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Soegoeng Ari Soebagyo yang 

berjudul Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan 

Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu.Penelitian 

ini menunjukkan bahwa peran Posbakum tidak hanya di Hukum Acara 

saja tapi Hukum Pidana juga ada Posbakum nya yang tugas nya sama 

sama membantu orang yang termasuk golongan tidak mampu.
51

 

Persamaan penelitian ini adalah di dalam nya membahas tentang peran 

peran Posbakum yang target nya kepada Masyarakat yang termasuk ke 

golongan tidak mampu, sedangkan perbedaan nya adalah di penelitian 

ini membahas tentang Posbakum di Hukum Pidana, sedangkan yang 

ingin dibahas oleh peneliti adalah Posbakum di Pengadilan Agama 

yaitu Hukum Acara. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 Metode merupakan tata cara yang sudah sistematika untuk mencapai 

tujuan tertentu.Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti 

ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti tata cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
52

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penulis mencari langsung ke tempat kejadian yaitu di Posbakum Pengadilan 

Agama Selat Panjang, kemudian ditemukan dari penelitian ini dijadikan sebagai 

data utama atau primer. 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Posbakum Pengadilan Agama Selat Panjang. 

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

  Subjek adalah orang orang yang akan diteliti yang terlibat langsung 

dalam penelitian.Menurut Hendarsono informan meliputi tiga 

macam,yaitu: 
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1. Informan kunci (Key Informan) Orang yang mengetahui berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dalam hal 

ini yang termasuk dalam informan kunci adalah, Ketua Pengadilan 

Agama, Panitera dan 1 orang petugas Posbakum. 

2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi sosial yang akan diteliti. Dalam hal ini yang termasuk ke 

dalam informan utama adalah Masyarakat golongan tidak mampu yang 

tidak mengetahui akan keberadaan Posbakum dan Peneliti Menemukan 

sebanyak 6 orang yang termasuk kedalam kategori tersebut. 

3. Informan tambahan yaitu orang yang memberikan informasi walaupun 

tidak langsung terlibat dalam suatu permasalahan yang diteliti.
53

Dalam 

hal ini yang yang termasuk dalam informan tambahan yaitu Masyarakat 

yang tinggal di sekitar lingkungan Pengadilan Agama Selat Panjang. 

2. Objek Penelitian  

  Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian.Adapun objek dari penelitian ini adalah Peran Posbakum 

Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan 

Tidak Mampu dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Selat 

Panjang  

                                                             
53 Zainudin Ali, Metode Penelitia Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106 
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D. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti yang dipelajari kemudian ditarik kesimpulan nya.
54

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah(Individu, Organisasi, Instansi Pemerintahan)  

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang (yang 

tidak mengetahui keberadaan Posbakum), 2 orang (yang mengetahui 

keberadaan Posbakum), Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Panitera 

Pengadilan Agama Selat Panjang, dan satu orang Petugas Posbakum. 

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara 

representatif. Karena adanya keterbatasan dari populasi ini maka penulis 

mengambil sampel dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 

diteliti 

E. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Ketua Pengadilan 

Agama, Panitera, dan petugas Posbakum.Sementara menurut 
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 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2009) h.115. 
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Abdurrahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
55

Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian pada Posbakum Pengadilan Agama Selat 

Panjang. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku 

buku yang berkaitan dengan masalah peneliti, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang 

undangan.Dalam hal ini yang dipergunakan oleh peneliti adalah Al 

Qur‟an, Hadist, dan buku buku pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian. 

F. Metode Pengumpulan Data 

  Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan 

permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian kejadian yang 

ditemukan di lapangan.Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
56

 

2. Wawancara 

                                                             
55 Abdurrahman Fathoni”Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”(Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.38 
 56 Sugiyono, Op.cit, h. 85 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul 

data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
57

 

  Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah tanya jawab 

langsung oleh peneliti kepada narasumber. 

3. Dokumentasi‟ 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, dokumen, dan 

sebagainya.
58

 

  Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi 

responden terhadap permasalahan dalam penelitian. 

G. Tekhnik Analisis Data 

 Analisa adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang 

sangat menentukan ketepatan dan keaslian hasil penelitian.Adapun data 

yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisa data 

secara Deskriptif Kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan 

uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan 

dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.Maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis hingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

                                                             

57 Ibal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 

186 
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 Bambang Prasetyo, Metodelogi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT. Raja grafindo, 

2002), h. 186 



38 

 

 

H. Metode Penulisan 

 Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, 

yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat 

umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir 

penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. 

I. Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini di berikan gambaran secara garis besar alur 

pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta 

pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan 

sistematika.Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisan nya di 

lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang, uraian tentang 

tinjauan umum, memuat isi terkait tentang 

gambaran umum,objek atau lokasi penelitian.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang, hasil data 

penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini penulis memberikan beberapa 

kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam 

rumusan masalah.Kemudian penulis memberikan 

saran saran yang dianggap penting. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti 

tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengadilan Agama Selat Panjang langsung bekerja sama dengan 

Kantor Hukum Azman S.H & Rekanan. Penerapan Posbakum di 

Pengadilan Agama Selat Panjang sudah mengikuti peraturan yang 

sudah ditetapkan, dan untuk penanganan jumlah perkara dan 

anggaranya sudah efektif berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya 

pelayanan di Posbakum ini. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan 

Agama Selat Panjang membuat masyarakat pencari keadilan banyak 

terbantu untuk mengakses informasi dan berperkara, seperti informasi, 

Advis Hukum, dan pembuatan surat dan gugatan/permohonan. 

2. Islam selalu mengatur dalam Al-Quran dan Hadist agar kita untuk 

selalu berbuat tolong menolong, dan itu sudah diterapkan oleh 

Pengadilan Agama Selat Panjang melalui Posbakum, hal ini terlihat 

karena adanya pengakuan dari masyarakat bahwa banyak masyarakat 

yang merasa beruntung dengan adanya Posbakum ini, karena mereka 

merasa terbantu dengan adanya Posbakum ini, sesuai dengan perintah 

Allah dan nabi Muhammad bahwa kita sesama muslim harus saling 

tolong menolong dalam kebaikan maka dari itu jika dikaitkan dengan 
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pandangan hukum islam mengenai Posbakum ini sangat lah sesuai 

dengan Hukum Islam, karena sudah tertera dalam Hukum Islam yaitu 

diambil dari Al-Quran dan Hadist. Menjadi hal yang sunnah karena 

dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. 

B. Saran  

1. Diharapkan adanya sarana dan fasilitas yang memadai di Posbakum 

Pengadilan Agama Selat Panjang, agar dapat memberikan 

kenyamanan bagi Masyarakat penerima jasa Posbakum maupun bagi 

petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan. 

2. Kepada petugas Posbakum agar dapat memberikan sosialisasi 

terhadap Masyarakat agar tidak bingung lagi dalam membuat surat 

gugatan atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bahwa di 

Pengadilan Agama terdapat bantuan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu secara hukum maupun ekonomi, yang salah satunya yaitu Pos 

bantuan Hukum yang ada di setiap Pengadilan. 

3. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. 
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